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PUTUSAN
Nomor 230/Pdt.G/2019/PA.Mrk

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :
Penggugat, lahir di Cilacap, tanggal 04 Februari 1979, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Telaga Sari Salor
I, RT. 011, RW. 002, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke,
sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir di Cilacap, tanggal 16 Juni 1972, umur 46 tahun, agama
Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. Bio,
semula bertempat tinggal di Kampung Telaga Sari Salor I,
RT. 011, RW. 002, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke dan
sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti,
baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti

yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggall9 Juli 2019yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke,
Nomor230/Pdt.G/2019/PA.Mrkpada tanggal 19 Juli 2019, telah mengajukan

cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 24 April 1997, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,
sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 80/64/I\V/1997,
tertanggal 08 April 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di
Kampung Telaga Sari Salor I, Distrik Kurik, selama 20 tahun;

3. Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan PT. Bio menyebabkan
Tergugat jarang pulang, selama berbulan-bulan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak, yang bernama:

- XxxxxxxXx, laki-laki, berumur 21 tahun;

- XXxXxxxxx, laki-laki, berumur 7 tahun; Saat ini dalam asuhan

Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Tergugat pulang kerumah
akan tetapi Penggugat tidak mengetahui dikarenakan saat itu Penggugat
sedang berada di rumah orang tua Penggugat karena ada acara
keluarga;

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016, Tergugat kembali pergi
dengan alasan bekerja. saat itu Tergugat tidak berpamitan kepada
Penggugat, dan hanya berpamitan kepada anak Penggugat dan
Tergugat yang pertama;

8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
berkomunikasi dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
dan anak-anak Penggugat Tergugat, serta sudah tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun bersama dengan
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Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang
timbul akibat perkara tersebut;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut pada tanggal 19 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim
telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukanbukti surat sebagai berikut :
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- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/64/1V/1997 atas
nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 08 April 2019, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, yang ternyata sesuai (bukti P);
Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut :
Saksi |, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di RT.11, RW.04, Kampung Telaga Sari, Distrik
Kurik, Kabupaten Merauke;
Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah
sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksimengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah
menikah pada tanggal 24 April 1997,
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah Penggugat di Kampung Telaga Sari Salor |, Distrik
Kurik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwasemula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan
bekerja di PT.BIO sejak bulan Desember 2016, namun sejak saat itu
tidak diketahui keberadaannya;
-Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan
menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang
mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang hingga sekarang;
-Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat

berkeras untuk bercerai dari Tergugat.
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Saksi Il, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan
Buruh Tani, bertempat tinggal di RT.10, RW.07, Kampung Yaba Maru
(SP. 9), Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah

sumpah sebagai berikut:

-Bahwa saksimengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah

menikah pada tanggal 24 April 1997;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah Penggugat di Kampung Telaga Sari Salor |, Distrik

Kurik;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwasemula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan alasan

bekerja di PT.BIO sejak bulan Desember 2016, namun sejak saat itu

tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan

menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang

mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang hingga sekarang;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat

berkeras untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya
ingin bercerai dengan Tergugat karena dalil-dalil gugatannya beralasan dan
telah didukung oleh alat bukti dan selanjutnya Penggugat tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat putusan maka
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Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidangperkara tersebutsebagai
bagian dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang
selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pesidangan tidak pernah hadir,
walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak mengirim wakil
atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang
berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan
hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara
ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah datang, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan
dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat sebagai suami isteri, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2016sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat
dengan ijin bekerja di pedalaman namun hingga sekarang tidak pernah
memberi kabar berita dan nafkah tidak mengirimkan nafkah dan selama
pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan keadaan tersebut
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk
membina rumah tangga yang bahagia;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis
Hakimmemeriksa perkara a quo dengan verstek, maka Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut,
Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti surat bukti P dan dua
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup, telah
dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok
dengan aslinya maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2
ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta
pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Pejabat Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik
Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya
menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad
nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, memiliki
nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing
bernamaHarsono bin Wiharjo dan Tugiman Kumis bin Arjono, merupakan
tetangga Penggugat,bukan termasuk yang dilarang jadi saksi, telah cukup
umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan
diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.
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Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian
antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat yaitu terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Januari
2018sampai sekarang sudah berpisah rumah,oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam
Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi
tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan bukti saksi
Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan faktahukum sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun
bulan Desember tahun 2016 ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui
keberadaannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tidak
saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan
berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menjadi
bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai kepada
Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, ketiga dan keempatyaitu
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2016
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta
hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat
disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah
dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat
sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan
limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman figh
atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah pecah, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan
kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang
tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa
menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaran
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk
sebuah kaedah figh dalam Kitab Al Bayan Hal 38.

tlladll cd> e pabo awlaolls
Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada
mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaah figh tersebut, walaupun
dalam perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan
perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan
mafsadatdengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka
telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk hadir di persidangantidak hadir, lalu Tergugat dinyatakan tidak
hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 736.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019M bertepatan
dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H. oleh kami Awaluddin Nur Imawan,
S.Ag sebagai Ketua Majelis,Achmad N, S.HI.,dan Nur Muhammad Huri,
S.HI.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul
Rahim, S.Ag., M.H.sebagai Paniteradan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota |  Ketua Majelis
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Achmad N, S.HI. Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota Il

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp.620.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
4. Redaksi :Rp. 10.000,00
5. Meterai :Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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